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BUPATI FAKFAK 

PROVINSI PAPUA BARAT 

 
PERATURAN BUPATI FAKFAK 

NOMOR 4 TAHUN 2022 

 

TENTANG 

 
PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL 

KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA 
VIRUS DISEASE 2019 VARIAN OMICROM SERTA PENEGAKAN  

PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI 

 
BUPATI FAKFAK, 

Menimbang :  bahwa dalam rangka melaksanakan instruksi presiden Nomor 6 

Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan 

Hukum Prokoler Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan 

Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri 

Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin 

dan Penegakan  Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya 

Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, 

maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman 

Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan 

Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus 

Disease 2019 Varian Omicrom Serta Penegakan Aplikasi 

Pedulilindungi; 

  

   

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan 

Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten 

Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2907); 

 

 

 

SALINAN 
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2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit 

Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4732); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi 

Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6697); 

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4723); 

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5657); 
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8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601); 

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6236); 

10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34); 

11. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan 

Disiplin dan Penegakan Hukum Prokoler Kesehatan dalam 

Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

157); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di 

Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka 

Penerapan Disiplin dan Penegakan  Hukum Protokol Kesehatan 

Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus 

Disease 2019; 

  

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERAPAN 

DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN 

SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA 

VIRUS DISEASE 2019 VARIAN OMICROM SERTA PENEGAKAN 

APLIKASI PEDULILINDUNGI. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:  

1. Daerah adalah Kabupaten Fakfak. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. Daerah Kabupaten Fakfak.  

3. Bupati adalah Bupati Fakfak.  

4. Satuan tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19) Kabupaten Fakfak yang selanjutnya disebut Satgas COVID-19 adalah 

tim yang dibentuk oleh Bupati Fakfak, mempunyai tugas mempercepat 

penanggulangan COVID-19 melalui sinergitas antar pemerintah, badan 

usaha, akademisi, masyarakat, dan media.  

5. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah 

penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome-

Corona Virus-2. 

6. Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi 

daerah geografi yang luas.  

7. Rapid tes adalah Pemeriksaan diagnosis medis sebagai skrining awal atau 

darurat secara cepat dan praktis.  

8. Swab adalah Pemeriksaan medis sebagai skrining awal atau darurat secara 

cepat dan praktis.  

9. Pemulihan adalah proses mengembalikan kepada keadaan semula.  

10. Kegiatan sosial budaya adalah kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan 

sosial dan kegiatan budaya.  

11. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di 

Daerah.  

12. Karyawan adalah karyawan/karyawati/pegawai yang bekerja dalam 

kantor/perusahaan/instansi baik pemerintah maupun swasta.  

13. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia 

atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan 

hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang 

perdagangan/jasa.  
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14. Satuan tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19) Kabupaten Fakfak yang selanjutnya disebut Satgas COVID-19 Daerah 

adalah tim yang dibentuk oleh Bupati Fakfak, mempunyai tugas 

mempercepat penanggulangan COVID-19 melalui sinergitas antar 

pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.  

15. Suspek adalah Seseorang yang menunjukan gejala, pernah melakukan 

perjalanan, atau kontak dengan pasien terkonfirmasi positif atau kontak 

dekat dengan pasien Probable, 

16. Probable adalah pasien dengan kondisi dalam keadaan berat dengan infeksi 

saluran pernapasan bagian atas berat namun belum dilakukan 

pemeriksaan laboratorium melalui RT-PCR. 

17. Discarded adalah seseorang dengan status kasus suspek dengan hasil 

pemeriksaan RT-PCR 2 kali negative selama 2 hari berturut-turut dengan 

selang waktu lebih dari 24 jam. 

18. Kasus konfirmasi adalah pasien yang terinfeksi Covid -19 dengan hasil 

pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan PCR. 

19. Isolasi Mandiri adalah Pemisahan orang yang tidak sakit atau terinfeksi 

dari orang lain sehingga mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi 

yang dilakukan di rumah atau ditempat lain yang disediakan sebagai 

tempat isolasi. 

20. Surveilans adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus 

terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah 

Kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan 

penularan penyakit atau masalah Kesehatan untuk memperoleh dan 

memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan 

penanggulangan secara efektif dan efisien. 

21. Masa masyarakat produktif dan aman adalah masa pelaksanaan pedoman 

penerapan masyarakat produktif dan aman dalam pandemik COVID-19. 

 

 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

 

Pasal 2 

 

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah: 

a. pelaksanaan; 

b. monitoring dan evaluasi; 

c. sanksi; 
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d. sosialisasi dan partisipasi; dan 

e. pendanaan. 

 

BAB III 

PELAKSANAAN 

 

Bagian Kesatu 

Subjek Pengaturan 

 

Pasal 3 

 

Subjek Pengaturan dalam Peratutan Bupati ini meliputi: 

a. perorangan (melakukan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga 

jarak dan menghindari kerumunan); 

b. pelaku usaha, (menyiapkan sarana dan prasarana 5M bagi karyawan dan 

pengunjung yang datang); dan 

c. pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat usaha dan fasilitas 

umum (menyiapkan sarana dan prasarana 5M bagi karyawan dan 

pengunjung yang datang). 

 

Bagian Kedua 

Kewajiban 

 

Pasal 4 

 

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaksanakan 

dan mematuhi protokol kesehatan antara lain: 

a. bagi perorangan: 

1. sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk 

memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan 

pengendalian Covid-19;  

2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan 

memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand 

sanitizer);  

3. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap 

orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;  

4. upaya pengaturan jaga jarak;  

5. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;  

6. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam 

penularan dan tertularnya Covid-19;  

7. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi 

penyebaran Covid-19;  
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8. wajib memasang Aplikasi PeduliLindungi; dan  

9. mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan Aplikasi PeduliLindungi 

dengan scan optimal Aplikasi PeduliLindungi. 

b. bagi pelaku usaha dan pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab 

tempat usaha, dan fasilitas umum: 

1. sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk 

memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan 

pengendalian Covid-19; 

2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan 

memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand 

sanitizer); 

3. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap 

orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja; 

4. upaya pengaturan jaga jarak; 

5. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala; 

6. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam 

penularan dan tertularnya Covid-19; dan 

7. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi 

penyebaran Covid-19. 

 

Bagian Ketiga 

Tempat Usaha dan Fasilitas Umum 

 

Pasal 5 

 

Tempat Usaha dan fasilitas umum meliputi: 

a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri; 

b. sekolah/institusi pendidikan lainnya; 

c. tempat ibadah; 

d. stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara; 

e. transportasi umum; 

f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional; 

g. apotek dan toko obat; 

h. warung makan, rumah makan, kafe, dan restoran; 

i. pedagang kaki lima/lapak jajanan; 

j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis; 

k. tempat wisata; 

l. fasilitas pelayanan kesehatan; 

m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan 

massa; dan 



 
8 

n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan 

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB IV 

MONITORING DAN EVALUASI 

 

Pasal 6 

 

(1) Bupati menugaskan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Fakfak untuk 

melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.  

(2) Bupati menugaskan Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak untuk melakukan 

percepatan target vaksinasi dalam wilayah Daerah sesuai target yang sudah 

ditetapkan, antara lain dengan:  

a. untuk dosis pertama 70% (tujuh puluh persen) dan khusus lansia 

target capaian 60% (enam puluh persen) untuk dosis pertama dengan 

menggunakan semua jenis vaksin; 

b. melakukan vaksinasi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan usia 11 

(sebelas) tahun jika sudah memenuhi capaian 70% (tujuh puluh persen) 

untuk dosis pertama dan lansia target capaian 60% (enam puluh 

persen) untuk dosis pertama dengan menggunakan vaksin 

CoronaVak/Sinovac-Bio Farma; dan  

c. melakukan percepatan vaksinasi dosis kedua sehingga mengurangi 

perbedaan (gap) capaian dosis pertama dan dosis kedua. 

 

BAB V 

SANKSI 

 

Pasal 7 

 

(1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau 

penanggungjawab tempat usaha dan fasilitas umum yang melanggar 

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi. 

(2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan 

pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 

a. bagi perorangan: 

1. teguran lisan atau teguran tertulis; 

2. kerja sosial; dan/atau 

3. pembinaan. 

b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab 

tempat dan fasilitas umum: 

1. teguran lisan atau teguran tertulis; 

2. pembinaan; 

3. penghentian sementara operasional usaha; dan/atau 

4. pencabutan izin usaha. 
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(3) Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan OPD terkait, 

Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

dan Ketua Gugus Tugas Daerah. 

 

BAB VI 

SOSIALISASI DAN PARTISIPASI 

 

Pasal 8 

 

(1) Dinas kesehatan melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara 

pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat. 

(2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib 

melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi dari 

unsur: 

a. masyarakat; 

b. pemuka agama; 

c. tokoh adat; 

d. tokoh masyarakat; dan 

e. unsur masyarakat lainnya. 

 

BAB VII 

PENDANAAN 

 

Pasal 9 

 

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan 

sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

BAB VIII 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 10 

 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Fakfak Nomor 

56 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol 

Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 

2019  Kabupaten Fakfak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 11 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Fakfak. 

Ditetapkan di Fakfak 

pada tanggal, 21 Februari 2022 
 

BUPATI FAKFAK, 

  CAP / TTD 

UNTUNG TAMSIL 

 

Diundangkan di Fakfak 

pada tanggal, 21 Februari 2022 
 

Plh.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK, 

      CAP / TTD 

 MAHMUD LA BIRU 

 

 

    BERITA DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2022 NOMOR 04 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


